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Kecenderungan tanpa verifikasi pada suatu berita maupun informasi 
menyebabkan berita bohong beredar secara luas. Berita bohong adalah suatu 
fenomena baru ketika informasi tersebut tidak 100% benar. Perilaku saling 
membagi tanpa melihat isinya nyatanya sudah menjadi kebiasaan di tengah 
masyarakat. Saat ini, kejahatan dunia maya penyebaran berita bohong melalui 
media sosial telah menjadi fokus utama. Terlebih lagi kebebasan berekspresi 
pengertiannya sedikit bergeser dan selalu dikesampingkan dengan ujaran 
kebencian. Efeknya menimbulkan konflik permusuhan apabila berita bohong ini 
disebar dengan tujuan membunuh karakter nama instansi maupun nama 
seseorang. Bahkan suatu negara akan binasa karena akibat dari penyebaran berita 
bohong. 




The tendency without verification on a news or information cause a hoax widely 
circulated. Hoax is a new phenomenon when the information is not 100% correct. 
The behavior of sharing without seeing its contens in fact has become a habit in 
the community. At present, cyber crime spreading hoax through social media has 
become the main focus. Moreover, freedom of expression is a litte shifted and 
always ruled out with utterances of hatred. The effect is make a conflict of 
honestility when hoax is spread to killing agency person character. Even thought 
hoax can make nations destroyed by the hoax. 
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PENDAHULUAN 
Tantangan era globalisasi telah menyeret masyarakat untuk lebih maju 
dalam menggunakan teknologi informasi. Sebagaimana yang telah kita ketahui 
teknologi informasi khususnya internet telah mendongkrak berbagai inovasi mulai 
dari perdagangan (e-commerce), perbankan (e-banking), pemerintahan (e-
government), dan juga pendidikan (e-learning).
1
 Gadget juga turut berkembang 
akan adanya era globalisasi. Tak bisa dipungkiri semua kalangan baik yang masih 
bawah umur sampai orang dewasa sudah memakai gadget. Penggunaan gadget 
semakin marak dan dibarengi oleh beberapa kemunculan platform media sosial 
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guna kecanggihan gadget dalam berinteraksi sosial. Media sosial merupakan suatu 
inovasi baru dalam berinteraksi sosial antara pengguna gadget yang lain. 
Pada dekade ini telah lahir sistem hukum baru yang dikenal dengan hukum 
baru yakni hukum siber atau hukum telematika. Secara internasional penggunaan 
istilah tersebut diterapkan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi. Sebagaimana juga, hukum telematika yang merupakan perwujudan 
dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. 
Istilah-istilah tersebut muncul mengingat kegiatan yang dilakukan melalui 
jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal 
maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis 
sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara 
virtual. Perlunya pengaturan di Indonesia atas kegiatan-kegiatan di dunia maya 
dilandasi oleh 3 (tiga) pemikiran utama, yaitu perlunya kepastian hukum bagi para 
pelaku kegiatan-kegiatan di cyber space dikarenakan belum diakomodasikan 
secara memadai dalam regulasi yang telah ada; upaya untuk mengantisipasi 
implikasi-implikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi informasi; 




Dari hal tersebut, ruang lingkup dunia maya yang cukup mudah diakses ini 
masih menimbulkan permasalahan gejala sosial termasuk beredarnya berita 
bohong (hoax). Media sosial terutama yang paling masif dalam penyebaran berita 
bohong (hoax) seperti platform media sosial WhatsApp, Facebook, dan juga 
Twitter adalah salah satu media sosial yang kerap ditemukan hoax terutama 
WhatsApp yang sangat gampang penyebarannya karena fitur sharing dalam 
aplikasi tersebut sangat mudah ketimbang aplikasi yang lain. Kurangnya literasi 
dan verifikasi terhadap suatu berita menjadi penyebab utama masyarakat dengan 
gampangnya mengonsumsi berita bohong (hoax). Dari hal tersebut masyarakat 
disini cenderung hanya melihat siapa yang membagikan daripada darimana 
informasi itu diperoleh. Menjelang Pilpres, Pilkada, Pileg menjadi sudah menjadi 
musim hoax ini beredar secara besar-besaran. Hal ini yang mendasari bahwa 
penyebaran berita bohong ini dilandasi motif 2 motif yakni motif personal dan 
motif komersial. Motif personal ini yakni perasaan iri, dendam, tidak mau melihat 
orang berbahagia, maupun semacamnya. Sedangkan motif komersial disini 
dilandasi oleh fenomena maraknya hoax yang dimanfaatkan untuk mencari 
keuntungan dan guna mendapat banyak kunjungan (clickbait) ke situs. 
Penyebaran berita bohong ini sejatinya merugikan masyarakat dan 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Rumusan Pasal 28 ayat 1 dan 2 
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah 
menjelaskan bahwa melarang setiap orang menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan 
antargolongan (SARA). Kebebasan berekspresi memang sudah sepatutnya 
masyarakat punya hak akan berdemokrasi. Namun perlulah pembatasan mengenai 
kebebasan berekspresi mempunyai tolok ukur yang relevan agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman dari berbagai pihak. Revisi Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terus dilakukan demi memberikan kepastian 
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hukum yang lebih sampai akhirnya terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang ITE paling tidak diharapkan mampu memberikan kontribusi 
yang nyata sebagai produk hukum yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis 
normatif. Metodologi penelitian yuridis normatif  merupakan serangkaian kajian 
penelitian yang dilakukan dalam ruang cakupan bahan pustaka yang ada. 
Penelitian ini dapat berupa penelitian tertulis yang artinya kaidah atau norma yang 
dapat menjadi patokan dalam lingkup tindakan yang terjadi di tengah masyarakat 
itu sendiri.
3
 Karena penelitian normatif maka penelitian ini mengutamakan untuk 
meninjau penelitian hukum positif yang melalui bahan hukum tertulis sebagai 
acuannya. 
Berdasarkan penelitian normatif maka penelitian ini menggunakan tiga (3) 
pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
yakni kajian yang menggunakan beragam aturan hukum sebagai acuan topik yang 
akan dibahas. Kemudian yang kedua pendekatan kasus (case approach)  dimana 
penerapan norma atau kaidah hukum dengan mengangkat isu atau kasus yang 
terjadi. Dan yang terakhir pendekatan perbandingan (comparative approach) 
yakni penggunaan perbandingan aturan hukum yang dilakukan diharapkan 
mampu menemukan segi perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. 
Pada penelitian yuridis normatif, terdapat tiga (3) sumber bahan hukum 
yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum 
sekunder, dan juga sumber bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer 
adalah bahan hukum yang mengikat.
4
 Sumber bahan hukum tersebut antara lain 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi 
Elektronik (UU ITE), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 
Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan yang 
terakhir Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan 
Ujaran Kebencian. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang 
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil 
buah pikiran dari pakar yang menekuni suatu bidang tertentu secara khusus. Dan 
yang terakhir sumber bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan 
penjelasan dan pengertian mengenai bahan hukum lainnya seperti halnya Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum. 
Dengan demikian terdapat 3 kegiatan yang menjadi acuan dalam 
penelitian yuridis normatif yakni dengan melakukan studi kepustakaan (library 
research), kemudian dengan menelaah, mengkaji dan mengolah dari peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dan juga penulis 
menggunakan cyber media, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet untuk 
mendapatkan perkembangan informasi terkini. 
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Faktor yang menyebabkan pelaku mempublikasikan berita bohong di media 
sosial 
Kejahatan dunia maya (cybercrime) merupakan kejahatan yang dilakukan 
melalui lintas negara dimana pelaku mempunyai jaringan kelompok yang besar 
dan teroganisir. Melihat cybercrime  merupakan kejahatan maka penulis 
berpendapat bahwasannya cybercrime merupakan kategori kejahatan kerah putih 
atau bisa disebut dengan white collar crime. Kejahatan kerah putih adalah 
kejahatan yang dilakukan tanpa berdasarkan golongan pelaku yang merupakan 
orang dengan jabatan atau pelaku dengan strata sosial diatas. White collar crime  
disini dalam praktiknya kejahatan tanpa tindakan secara langsung bahkan tidak 
melakukan tindakan fisik. Penulis juga berpendapat bahwa white collar crime 
bukan hanya dialami oleh negara-negara maju tetapi juga dialami oleh negara 
berkembang tentunya fasilitas yang mendukung serta pelaku yang melakukan 
kejahatan mempunyai peran penting dalam penggunaan teknologi informasi. 
selanjutnya kriminalisasi terhadap cybercrime terdapat dua (2) antara lain 
kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana, dan kejahatan yang 
menggunakan komputer sebagai sasaran. Maka dari paparan menurut penulis 
berpendapat bahwa penyebaran berita bohong disini merupakan kejahatan 
cybercrime kategori white collar crime karena kejahatan tersebut menggunakan 
komputer sebagai sarana. 
Kemudian terdapat beberapa faktor pendukung yang melandasi pelaku 
dalam penyebaran berita bohong, antara lain: 
1. Politik 
Menurut penulis suatu ajang politik biasanya menjadi ajang dimana para 
politisi menyampaikan suara pada rakyatnya. Politisi disini biasanya 
menyampaikan argumen tentang kebijakannya jika selanjutnya terpilih 
menjadi seorang pemimpin. Melalui kampanye, politisi tersebut biasanya 
menyampaikan menjelang Pilkada, Pileg, dan Pilpres berlangsung. Hal itu 
pula yang mendasari bahwa tidak semua suatu ajang politik tersebut murni 
sehat 100%. Ajang kampanye akan menimbulkan reaksi positif dan negatif 
dari berbagai pihak. Reaksi positifnya adalah membangun sebuah citra 
positif bagi pendukungnya maupun bagi peserta kampanye agar dapat 
menjalin harmonisasi untuk khalayak banyak. Sementara reaksi negatifnya 
beberapa politisi tersebut menggunakan kampanye hitam (black campaign) 
dalam menarik pendukungnya. Kampanye hitam (black campaign) adalah 
upaya untuk menjatuhkan lawan politik dan menarik banyak pendukung 
melalui suatu fitnah bahkan juga informasi hoax. Penyebaran hoax melalui 
kampanye hitam tidak hanya dilakukan seorang politisi saja, namun 
seorang politisi akan menggandeng beberapa pihak tertentu untuk membuat 
dan menyebarkan hoax. Dari sinilah mengapa faktor politik menjadi yang 
paling masif pelaku dalam menyebarkan hoax. 
2. Bisnis 
Hal yang mendasari ketertarikan suatu produk maupun jasa adalah 
pintarnya produsen dalam promosi. Promosi adalah suatu usaha agar suatu 
produk terlihat menarik bagi konsumen. Melalui pemasaran suatu 
produk/jasa jika ingin mendapatkan pelanggan yang baik maka 
pemasarannya pun harus lebih baik dan sehat. Namun kenyataannya tidak 
semua pelaku dalam memasarkan suatu produk dengan cara yang sehat. 
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Menurut penulis pelaku bisnis tidak hanya melakukan promosi saja dalam 
berdagang, namun beberapa oknum melakukan alternatif yaitu dengan cara 
menyebar hoax agar banyak peminat akan suatu produk/jasa tersebut. 
Motivasi pelaku dalam menyebarkan hoax disini menaikkan rating maupun 
nilai pada suatu produk/jasa. Seseorang akan menyebarkan hoax dengan 
informasi yang dilebih-lebihkan pada produk/jasa misalkan pada harga, 
kualitas produk/jasa, bahkan seolah-olah produk/jasa tersebut terlihat 
sempurna di mata para pelanggan. Lewat suatu iklan yang disebar melalui 
media cetak, media elektronik, terutama media sosial pun hoax menjadi 
elemen penting bagi pelaku untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 
3. Pendidikan 
Tidak heran penulis disini memasukkan pendidikan menjadi salah satu 
faktor pelaku dalam menyebarkan hoax dalam hal ini adalah kepintaran 
dan kebodohan. Kejeniusan seseorang akan berpikir akan cenderung lebih 
berkuasa dari pada dengan seseorang yang masih rendah dalam berpikir 
ataupun bisa dikatakan level pendidikannya masih rendah. Menurut hemat 
saya seseorang yang gampang mengonsumsi hoax adalah seseorang yang 
bisa dikatakan strata pendidikannya rendah dalam hal ini artinya korbannya 
adalah masih dibawah umur atau masih remaja. Karena itulah muncul 
indikasi bahwasannya pelaku dalam menyebarkan hoax adalah seseorang 
yang cakap dalam berpikir maupun pendidikannya dibanding pendidikan 
korban. Kemudian tindakan membagi berita kepada teman-temannya yang 
dilakukan oleh seseorang diindikasi bahwa hasratnya untuk terlihat 
knowledgable dibanding teman-temannya merupakan sebuah praktik 
dimana hoax tersebut disebar. Dari hal tersebut, orang yang rajin re-post di 
akun jejaring sosialnya adalah orang yang sedang memperlihatkan sisi will 
to powernya, karena mereka mampu mengendalikan dan mengarahkan 
pengetahuan teman-temannya.
5
 Dengan demikian bisa dikatakan 
bahwasannya faktor pendidikan akibat timbulnya pelaku menyebarkan 
hoax. 
Perlindungan hukum bagi masyarakat dari berita bohong yang 
dipublikasikan di media sosial 
Terdapat 2 bentuk upaya perlindungan hukum dalam penelitian ini yakni 
upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. Upaya hukum secara preventif 
adalah upaya pencegahan masyarakat tidak melakukan kejahatan. Sedangkan 
upaya hukum secara represif adalah menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
kejahatan berdasarkan hukum pidana.
6
 Keduanya mempunyai perbedaan yang 
terletak pada dilakukannya kejahatan, Jika upaya preventif tersebut adalah upaya 
yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan, lain halnya dengan upaya represif 
adalah upaya yang dilakukan ketika telah terjadi kejahatan atau kejahatan tersebut 
berlangsung. 
Dari kedua bentuk upaya tersebut maka dapat diperoleh beberapa bentuk 
perlindungan terhadap berita bohong (hoax) beserta jenis upaya penanggulan, 
yakni : 
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1. Surat Edaran KAPOLRI No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan 
Ujaran Kebencian yang merupakan pengetahuan bagi kepolisian 
tentang ujaran kebencian (upaya preventif) 
2. Pemenkominfo No. 19 Tahun 2016 (upaya preventif) 
3. Situs atau forum diskusi yang mengkaji tentang hoax contohnya 
Mafindo, Cekfakta.com, stophoax.id (upaya preventif) 
4. Penggunaan link Images.google.com atau www.labnol.org dalam 
menguji foto apakah termasuk hoax atau bukan (upaya preventif) 
5. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (upaya preventif) 
6. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (upaya represif) 
Pertanggungjawaban hukum terhadap penyebar berita bohong yang 
dipublikasikan di media sosial 
Terkait berita bohong yang beredar di media sosial, dalam hukum positif 
di Indonesia diatur dalam rumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transasksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa 
setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Kemudian 
dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan 
(SARA).   
Apabila melanggar ketentuan Pasal 28 Undang-Undang ITE dapat 
dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 45A Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang ITE. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pertanggungjawaban 
hukum pidana bagi pelaku penyebar berita bohong adalah Pasal 28 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. 45A ayat 1 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Penerapan pasal pasal tersebut 
berlaku apabila unsur yang termuat didalamnya terpenuhi dan pelaku dapat 
dijatuhi pidana. Namun tidak semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawab 
hukum. Dalam hukum pidana mengenal perbuatan-perbuatan pidana yang tidak 
dapat dihukum. Terdapat dua alasan penghapusan hukuman dalam KUHP, yaitu :
7
 
1. Alasan pemaaf 
Yakni alasan yang menghapus kesalahan karena sebab yang ada 
pada pelaku itu sendiri. Jadi dalam alasan pemaaf yang dilihat adalah 
sisi pelakunya (subyektif). Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat 
dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang menyebutkan “barang siapa 
melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya 
                                                          
7




karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena 
penyakit, tidak dapat dipidana”. 
2. Alasan pembenar 
Yakni alasan yang menghapus sifat melawan hukum karena sebab 
dari luar keadaan si pelaku. Sesuatu perbuatan tidak dapat dihukum 
karena sebab atau oleh keadaan sekitarnya. Yang termasuk disini 
adalah : 
1. Dalam keadaan berat lawan (overmacht) tertuang dalam Pasal 
48 KUHP. 
2. Dalam keadaan darurat (noodtoestand) tertuang dalam Pasal 49 
ayat (2) KUHP. 
3. Karena pembelaan terpaksa (noodweer) tertuang dalam Pasal 
49 ayat (1) KUHP. 
4. Karena melaksanakan peraturan perundang-undangan tertuang 
dalam Pasal 50 KUHP. 
5. Karena melaksanakan perintah jabatan tertuang dalam Pasal 51 
KUHP. 
Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 
Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong, yaitu menurut 
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 : Ayat (1) Barang siapa, dengan 
menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan 
keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi - 
tingginya sepuluh tahun. Ayat (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau 
mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan 
rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu 
adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun. Sedangkan 
Pasal 15 menyebutkan Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar 
yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-
tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat 
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara 
setinggi-tingginya dua tahun. Dengan demikian, setiap orang harus berhati-hati 
dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. 
 
PENUTUP 
Dari Undang-Undang ITE maupun KUHP perlu diingat lagi bahwasannya 
terdapat asas lex specialis derogat legi generalis merupakan salah satu asas 
hukum yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan 
aturan hukum yang umum. Jadi menurut penulis Undang-Undang ITE serta 
perubahannya termasuk lex specialis karena perumusannya yang bersifat khusus 
mengenai tindak pidana cybercrime dan mengesampingkan KUHP aturan hukum 
yang umum. Akan tetapi, jika terdapat ketentuan pidana yang tidak diatur dalam 
Undang-Undang ITE serta perubahannya namun terdapat di dalam KUHP, maka 
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